
 
 

  

 
 

  BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 
  PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
      PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 

    NOMOR 1 TAHUN  2018 
 

 TENTANG 

 
PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  DAERAH KABUPATEN 

KOTAWARINGIN TIMUR 
  

   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
   BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 

Menimbang  :  a. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang 
wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu 

menunaikannya, untuk itu upaya penyempurnaan sistem 
dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji khususnya di 
Kabupaten Kotawaringin Timur terus dilakukan agar 
pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan aman, tertib dan 
lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, 

transparansi dan akuntabilitas publik; 

                     b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35                                   
ayat (2) Undang-Undang  Nomor  13   Tahun   2008 tentang 
Penyelenggaraan  dan  Pelayanan  Transportasi  Haji  Dari 
Daerah Asal Ke Embarkasi dan dari Debarkasi Ke Daerah 

Asal, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten 
Kotawaringin Timur;  

                     c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Timur; 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
1820); 

    2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang                           
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5061); 

 

 

 

 

 

 

SALINAN 



 
 

 

 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik 
Indonesia Nomor 5063);  

 4. Undang-Undang  Nomor 12  Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik   Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara    Republik Indonesia Nomor 
5233);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan    Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana 
telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  
Undang- Undang   Nomor   9  Tahun   2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5679);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan   Keuangan  Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

7. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji  ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan 
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5345); 

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler  ( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 896); sebagaimana 
telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Agama  Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 
2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804 ); 

9.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kotawaringin Timur  
Nomor 2  Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran   Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur  Nomor 
180); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 

dan 

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN    DAERAH    TENTANG    PELAYANAN  

PENYELENGGARAAN IBADAH    HAJI  DAERAH      
KABUPATEN    KOTAWARINGIN TIMUR.  

 

BAB I  

 

KETENTUAN  UMUM  
 

Pasal  1  

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:  

1. Kabupaten  adalah Kabupaten Kotawaringin Timur  .  

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagi unsur Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.Timur.  

3.  Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD 
lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintah Daerah.  

5. Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan 
kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap umat Islam yang mampu.  

6. Jamaah Haji adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam 
dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai 
dengan persyaratan yang ditetapkan.  

7. Biaya Transportasi Haji Dari Daerah Asal Ke Embarkasi/Embarkasi 
Antara dan Dari Debarkasi Antara Ke Daerah Asal yang berada di 
luar tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kotawaringin 
Timur adalah   biaya   transportasi   yang   diperuntukan   kepada  
Jamaah  calon  Haji  yang   melakukan  ibadah  haji pada tahun-tahun 
pelaksanaan haji sebelumnya.  

8. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah   
petugas yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang 
bertugas memberikan pelayanan Kesehatan kepada jamaah Haji.  

 9. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jamaah  haji  
selama Penyelenggaraan Ibadah Haji. 

10.  Biaya Transportasi Jamaah haji adalah biaya transportasi dari daerah 

asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke derah asal.  

11. Daerah asal adalah Kabupaten Kotawaringin Timur tempat Jamaah 

haji melaksanakan prosesi pemberangkatan ke Embarkasi/Embarkasi 

Antara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12.  Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Haji ke Arab Saudi. Tenaga 
Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah 

petugas haji Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menyertai 
jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu 
bimbingan Ibadah dan pelayanan umum kepada jamaah Haji 
Kabupaten Kotawaringin Timur. 

13. Debarkasi Haji Antara adalah tempat kedatangan jemaah haji dari 

Debarkasi. 

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD 
adalah satuan kerja perangkat daerah lingkungan Kabupaten 
Kotawaringin Timur. Adalah pelaksana fungsi Eksekutif yang harus 
berkoordinasi agar Penyelenggaraan Pemerintah berjalan dengan baik.  

16. Anggaran    pendapatan    dan    belanja    daerah    yang  selanjutnya 

disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah 
Kabupaten Kotawaringin Timur.    

17. Prosesi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji adalah  

rangakaian  kegiatan  dalam  rangka  mengantar Jamaah haji daerah 
asal ke embarkasi dan menyambut kedatangan Jamaah haji dari 
debarkasi kedaerah asal.  

18. Pengawalan Jamaah Haji adalah rangkaian kegiatan pengamanan  
Jamaah  haji  dan  barang  bawaan  untuk menunjang kelancaran 
dan keamanan selama pemberangkatan dan pemulangan Jamaah 
haji. 

 

BAB II  

 
AZAS DAN TUJUAN  

Pasal 2  

(1) Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah serta Pelayanan  
Transportasi Haji dilaksanakan berdasarkan azas keadilan,   
profesional,  transparan dan akuntabel.  

(2)  Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah serta Pelayanan  
 Transportasi Haji dengan tujuan untuk  
 meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi Jamaah  
 haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, nyaman, 
 tertib, dan lancar.  

 

BAB III 

 

RUANG LINGKUP 

Bagian Kesatu  

Jamaah Haji 
 
Pasal 3  

 Jamaah   haji   yang   berasal   dari   Kabupaten   yang dimasukkan 
adalah jamaah Calon haji yang memiliki Kartu Tanda Penduduk-EL 
sebagai warga Kabupaten Kotawaringin Timur.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bagian Kedua  
Transportasi Haji  

 

Pasal 4  

    Transportasi   Jamaah   haji   yang   diatur   dalam   peraturan daerah ini    

    adalah:  

a.Transportasi haji dari daerah asal ke Embarkasi/Embarkasi Antara.  

b.Transportasi Jamaah haji dari Debarkasi Antara ke daerah asal.  

c. Pemberian pelayanan pada saat pemberangkatan dan pemulangan Haji. 

                           d.Pemberian pelayanan pengawalan Jamaah Haji dari Kabupaten 
Kotawaringin Timur Ke Embarkasi/Embarkasi Antara dan Dari 
Debarkasi Antara Ke Kabupaten Kotawaringin Timur.  

  

BAB IV 

 

PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH 
 

Pasal 5 

(1) Dalam Hal kelancaran penyelenggaraan ibadah haji  

daerah Bupati menetapkan  Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah 
dengan menunjuk Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat 
Sekretariat Daerah Kabupaten  sebagai  Ketua  Panitia Penyelenggara.  

(2) Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 
Kabupaten  sebagaimana Ayat (1) merencanakan, melaksanakan, dan 

mengarahkan serta mengendalikan penyelenggaraan  ibadah haji 
daerah. 

(3) Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 

Kabupaten  selaku Ketua Panitia Penyelenggara      dalam menjalankan 
tugasnya dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan DPRD dan 
Satuan Organisasi Perangkat Daerah terkait,   Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Kotawaringin Timur,  dan Kepolisian Rebuplik 
Indonesia dan untuk keamanan penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.  

  

BAB V 

 

PETUGAS HAJI DAERAH 
 

Pasal 6 

(1) Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 

Kabupaten  Kotawaringin Timur dan Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  
Kabupaten  Kotawaringin Timur menyiapkan Petugas Haji Daerah.  

(2) Petugas Haji Daerah yang dimaksud pada Ayat (1)   
adalah TPHD dan TKHD. Yang memenuhi persyaratan dan kesehatan  yaitu 
petugas yang telah mengetahui tentang aturan Haji dan pernah berhaji 
untuk membantu para Calon jamaah Haji baik sebelum keberangkatan dan 
saat Pelaksanaan Ibadah Haji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(3) TPHD sebagaimana maksud ayat (2) diatas terdiri atas 2  
(dua) orang yang telah diseleksi sesuai ketentuan yang berlaku. 

(4) TKHD sebagaimana maksud ayat (2) di atas terdiri atas 1  
(satu) orang dari Petugas Kesehatan daerah setempat 

(5) Mekanisme Rekruitmen  TPHD dan TKHD sebagimana dimaksud ayat 3 
dan 4 diatur dalam Keputusan Bupati Kotawaringin Timur.  

  

Pasal 7 

(1) Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 

Kabupaten  dan Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten   
melakukan   seleksi   Calon   Petugas   Haji   Daerah   dan Tim Kesehatan 
Haji Daerah yang hasilnya kemudian diusulkan untuk ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati Kotawaringin Timur.   

(2) Seleksi calon petugas Haji  Daerah sebagaimana diatur pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan organisasi-organisasi 
masyarakat Islam kabupaten Kotawaringin Timur.  

 

BAB VI 

 
PERAN DAN TUGAS 

Pasal 8 

(1)  Bupati   bertanggung jawab  seluruh  rangkaian  Penyelenggaraan Ibadah 
Haji Daerah Kabupaten.  

(2)  Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 
Kabupaten  selaku Ketua  Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten  
bertugas untuk Mengkoordinir seluruh Petugas Haji Daerah serta seluruh 

rangkaian Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten  yang 
selanjutnya dipertanggung jawabkan kepada Bupati.  

 

BAB VII  

 

BIAYA PETUGAS HAJI DAN  TRANSPORTASI JAMAAH CALON HAJI  
SERTA PENGELOLAAN BIAYA DARI DAERAH ASAL  

KE   EMBARKASI   ANTARA   DAN   DARI  

DEBARKASI ANTARA KE DAERAH ASAL 
 

Bagian Kesatu  

Biaya Petugas haji  
 

Pasal 9  

 

(1)  Biaya Petugas Haji Daerah Kabupaten dibebankan kepada APBD 
Kabupaten Kotawaringin Timur.  

 

(2)  Biaya Petugas Haji Daerah Kabupaten  Kotawaringin Timur  sebagaimana 
ayat (1), meliputi seluruh keperluan Petugas Haji Daerah  dalam 
mengawal penyelenggaraan haji daerah Kabupaten  hingga kembali ke 
Kabupaten Kotawaringin Timur.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Bagian kedua 
Biaya Transportasi Jamaah Haji 

 

Pasal 10 

(1)  Biaya Pelayanan Transportasi Haji dibebankan kepada APBD Kabupaten 
Kotawaringin Timur.  

(2)  Komponen    Pembiayaan    dalam    rangka    pelayanan  transportasi haji 

dari daerah asal ke Embarkasi/Embarkasi Antara dan dari Debarkasi 
/Debarkasi Antara ke daerah asal, meliputi biaya sebagai berikut :  

a. Transportasi Jamaah Calon Haji, Barang dan Upah Buruh Embarkasi 
/Embarkasi Antara; 

b. Seluruh biaya yang diperlukan oleh TPHD dan TKHD yang ditugaskan 
oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan 
Pelaksanaan Haji Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; 

c. Operasional Pelayanan. 

(3)  Pembiayaan  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  Daerah  serta Pelayanan   
Transportasi Haji sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur. 

(4)  Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Biaya transportasi  haji  
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur dengan 
mempertimbangkan    kemampuan keuangan daerah.  

 

Bagian Ketiga 
Pengelolaan Biaya Transportasi Jamaah  Haji 

 

Pasal 11 

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah serta Pelayanan Transportasi  Haji  
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikelola oleh Panitia Penyelenggara 
Ibadah Haji Daerah dan dilaporkan kepada Bupati  Kotawaringin Timur  
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan ibadah haji. 

 

BAB VIII 

AKOMODASI DAN KONSUMSI 
 

Pasal 12 
 

(1)  Panitia  Penyelenggara  Haji Daerah menyediakan akomodasi dan 
konsumsi saat keberangkatan dan  kepulangan Jamaah Haji selama di 

perjalanan menujudaerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah 

Daerah Kabupaten  tanpa memungut biaya tambahan bagi jamaah Haji. 

(2)  Bagi Jamaah Calon Haji harus memperhatikan aspek  
keamanan,   kenyamanan,   kemudahan   beserta   barang bawaannya dan 
konsumsinya harus terjamin kebersihan, kesehatan serta mutu 
makanannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 13 

Peraturan    Daerah    ini    mulai    berlaku    pada    tanggal diundangkan.  

Agar  setiap  orang  dapat  mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Timur.  

                      Ditetapkan di Sampit  

pada tanggal  30 Juli  2018  
 
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,  

 
     TTD 
 

                                       SUPIAN HADI 
 

Diundangkan di Sampit 
pada tanggal 30 Juli  2018 
 

              SEKRETARIS DAERAH 
 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,  
 
                         TTD 
                           
 
                   HALIKINNOR 
                                                                                  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018             
NOMOR 1 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 
KALIMANTAN TENGAH : 1, 49/2018 

 

 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PENJELASAN 
 

ATAS 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR        TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  

 
 

I. UMUM 

 

Ibadah   haji   merupakan   rukun   Islam   kelima   yang   wajib  
dilaksanakan oleh setiap orang islam yang memenuhi syarat,baik secara  
finansial, fisik, maupun mental. Disamping itu, kesempatan untuk 
menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat 
dalam  menunaikan  kewajiban  ibadah  haji. Sehubungan  dengan  hal 
tersebut, penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip 
keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga 
Negara Indonesia yang beragama islam.  

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas Nasional karena 
jumlah Jamaah haji Indonesia yang sangat besar melibatkan berbagai 
instansi  dan  lembaga  baik  dalam  negeri  maupun  luar  negeri    dan 
berkaitan dengan berbagai aspek antara lain bimbingan, transportasi, 
kesehatan, akomodasi ,konsumsi dan keamanan. Sehubungan dengan hal 
tersebut pelayanan  dalam  penyelenggaraan  ibadah  haji  perlu  dikelola  
secara propesional dan akuntabel.  

Berdasarkan   undang-undang   Nomor 13   tahun 2008   tentang 
penyelenggaraan  ibadah  haji  pasal 35  ayat (1), bahwa  transportasi 
Jamaah  haji  dari  daerah  asal  ke  embarkasi  dan  dari  debarkasi  ke 
daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.  Dan dalam pasal 
35 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai 
pembiayaan transportasi tersebut disesuaikan dengan standar yang 
berlaku umum. Atas      dasar   hal   tersebut   diatas   maka   disusun 
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kotawaringin Timur yang dituangkan 
sebagai pelaksanaan dari peraturan tersebut dengan Peraturan Bupati 
Kotawaringin Timur untuk dasar  penetapan  biaya transportasi jamaah 
calon haji.  

 
II. PASAL  DEMI  PASAL 

 
Pasal  1          :   Cukup jelas  
Pasal  2          :   Cukup jelas  
Pasal  2          :   Cukup jelas  
Pasal  3          :   Cukup jelas  
  

Pasal  4          :  a. Tata cara perekrutan TPHD dan TKHD di lakukan oleh tim 
Rekrutmen dari Asisten yang membidangi Kesra dan 
Kantor Kementerian Agama  Kab. Kotim. 

 
 b. Mekanisme pelayanan jamaah calon haji mulai dari 

pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan, lokasi 
tempat pelaksanaan manasik haji, kesehatan, 
akomodasi transfortasi, konsumsi mulai 
pemberangkatan, selama diperjalanan dan kembali 
ketempat asal beserta seluruh barang bawaannya ke 
Kabupaten Kotawaringin Timur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                        c. Setelah dilakukan seleksi terpilih sesuai dengan ketentuan, 
penentuan dan penetapannya oleh Bupati kotawaringin 
Timur melalui Surat Keputusan Bupati Kotawaringin 
Timur. 

 
Pasal  5          :   Cukup jelas 
Pasal  6          :   Cukup jelas  
Pasal  7          :   Cukup jelas  
Pasal  8          :   Cukup jelas  
Pasal  9          :   Cukup jelas  
Pasal  10        :   Cukup jelas  
Pasal  11        :   Cukup jelas  
Pasal  12        :   Cukup jelas  
Pasal  13        :   Cukup jelas  
 
 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 
NOMOR 1  

 
 

 

 


